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Skripsi ini berjudul ‚Analisis Hukum Islam terhadap Penafsiran Hakim 
Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap Kata Urusan Rumah Tangga (Pasal 34 
ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat   
1 KHI)‛, merupakan sebuah penelitian empiris yang akan menjawab pertanyaan 
dari rumusan masalah. Yaitu tentang bagaimana penafsiran hakim Pengadilan 
Agama Bojonegoro dalam kata ‚urusan rumah tangga‛ dalam Pasal 34 ayat 2 
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat 1 
Kompilasi Hukum Islam. Dan tentang bagaimana analisis dari pendapat fuqaha 
terhadap penafsiran hakim Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap kata ‚urusan 
rumah tangga‛ yang tertera dalam Pasal 34 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat 1 KHI. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research). 
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif 
untuk menganalisa penafsiran hakim pengadilan agama Bojonegoro  terhadap  
kata urusan rumah tangga dalam Pasal 34 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat 1 KHI dengan pendapat dari para 
fuqaha. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan 
dokumentasi. Sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dari 
para hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Bojonegoro tentang penafsiran 
mereka terhadap kewajiban mengatur urusan rumah tangga yang tertera dalam 
Pasal 34 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 
80 ayat 1 KHI. Dan sumber data sekundernya meliputi kepustakaan yaitu, buku, 
kitab, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tema dari penelitian ini. 
Penelitian ini berisi tentang pendapat hakim yang memiliki pengaruh di  
dunia peradilan dan kompetensinya dalam penegakan hukum sebagai pemberi 
pelayanan langsung terhadap masyarakat dalam menafsirkan kata urusan rumah 
tangga yang tertera dalam pasal 34 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 
tentang perkawinan dan pasal 80 ayat 1 KHI, tentang hak dan kewajiban suami 
isteri yang menjadi suatu adat kebiasaan dikalangan masyarakat terutama 
Bojonegoro yang kemudian dikomparasikan dengan pendapat ulama dalam 
menentukan hak dan kewajiban suami isteri tentang mengatur dan mengurus 
urusan rumah tangga. 
Dari penelitian ini komparasi antara hakim dan pendapat ulama kemudian dapat 
menjadi tolak ukur atau kesesuaian antara suami isteri dalam memahami hak dan 
kewajiban mengatur serta mengurus urusan rumah tangga sesuai dengan kondisi mereka 
masing-masing namun tetap pada acuan hukum. Sejalan dengan kesimpulan di atas, 
diharapkan sebagai pemberi pelayanan hukum terhadap masyarakat hakim dapat 
senantiasa memberi pengertian terhadap masyarakat tentang hukum dan tetap bersumber 
dalam hukum islam. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dalam ikatan perkawinan suami isteri diikat dengan komitmen untuk 
saling melengkapi antara keduanya dengan memenuhi hak dan kewajiban 
masing-masing. Tentu hal ini bukan tanpa alasan, sebab tanpa pemenuhan 
hak dan kewajiban masing-masing, tujuan memperoleh hikmah dari 
perkawinan untuk menghasilkan keluarga yang sakinah (  mawaddah ,(  سكينةْْ
 tidak akan tercapai.1 Allah berfirman dalam ( ورحمة  ) warahmah ,( مودة )
QS. Ar-Rum ayat 21: 
أَْنفُ  لَُكْم ِمْن  آَياِتِه أَْن َخلََق  إِلَْيَها َوجَ َوِمْن  ِلتَْسُكنُوا  َبْينَُكْم عََل ِسُكْم أَْزَواًجا 
َ(٢١)ََمَودَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي ذَِلَك آلَياٍت ِلقَْوٍم َيتَفَكَُّرونَ 
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa 
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.2 
 
Hikmah dalam perkawinan bisa diperoleh suami maupun isteri apabila 
memahami, mengerti serta memenuhi hak dan kewajibannya masing-
masing. Seorang isteri harus memposisikan diri sebagai isteri dari suaminya 
yang mempunyai hak dan kewajiban, begitupun suami harus memposisikan 
diri sebagai suami dari isterinya yang juga mempunyai hak dan kewajiban. 
 
1 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), 4. 
2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok), 
(Kudus: Menara Kudus, 1427 H), 407. 
 
































Jika keduanya menyadari peran dan posisi masing-masing maka rumah 
tangga akan berjalan harmonis.3 
Hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara syara’. Sementara hak 
sebagai suatu kekhususan yang ditetapkan oleh syara’, padanya melekat 
suatu beban. Definisi ini mengandung dua substansi, yaitu hak sebagai 
kewenangan atas sesuatu benda, dan hak sebagai keharusan atau kewajiban 
pada pihak lain seperti hak isteri yang terbebankan kepada suami atau 
sebaliknya. Sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau 
diadakan oleh salah seorang dari suami atau isteri untuk memenuhi dari 
pihak lain.4 
Adapun hak dan kewajiban suami isteri dibagi menjadi 3, yaitu: 
1. Hak dan kewajiban bersama suami dan isteri, diantaranya: 
a. Hak mencintai; 
b. Saling waris mewarisi; 
c. Saling menjaga rahasia. 
2. Hak isteri sebagai kewajiban suami, seperti kebutuhan 
yang bersifat kebendaan, misalnya: 
a. Sandang (pakaian); 
b. Papan (tempat tinggal); 
c. Pangan (kebutuhan pokok) sesuai kemampuan suami.  
Sedangkan kebutuhan yang bukan hak kebendaan, misalnya: 
 
3 Lanjah Pentashihan Mushafal-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementrian Agama RI, 
Kedudukan dan Peran Perempuan, (Jakarta: Aku Bisa, Cet II, 2012), 139. 
4 Dakwatul Chairah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 
2014), 75. 
 
































a. Nafkah batin; 
b. Mendapatkan pendidikan yang layak. 
3. Hak suami sebagai kewajiban isteri, seperti: istri harus 
taat/patuh terhadap suami sepanjang suami tidak 
memerintahkan maksiat atau melanggar ketentuan dari 
Allah. 
Adapun hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34. Ketentuan yang 
telah dirumuskan dalam perundangan tersebut menyebutkan bahwa suami 
isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga 
yang menjadi dasar dari susunan masyarakat.5 Rumusan peraturan dalam 
pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa isteri wajib mengatur urusan rumah 
tangga sebaik-baiknya.6 
Ketentuan lain tentanghak dan kewajiban suami isteri dapat 
ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 77 sampai dengan 
pasal 84. Diantaranya dalam pasal 80 ayat 1 menyebutkan bahwa suami 
adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya dengan  ketentuan 
bahwa mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting- penting 
diputuskan oleh suami isteri bersama.7 
Urusan rumah tangga adalah segala bentuk urusan, keperluan dan 
kepentingan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga. Urusan rumah 
 
5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 30. 
6 Ibid, Pasal 34. 
7 Kompilasi Hukum Islam, pasal 80. 
 
































tangga sangat luas lingkupnya, walaupun demikian urusan rumah tangga 
biasanya dibedakan dalam urusan domestik dan non-domestik. Urusan 
domestik adalah urusan di dalam rumah sedangkan urusan non-domestik 
adalah urusan rumah tangga berkaitan dengan hubungannya dengan dunia 
luar. Urusan domestik dapat digambarkan dalam beragam aktivitas 
misalnya: 
1. Merawat pasangan dan anak; 
2. Menjaga kebersihan ketertiban dan kesehatan anggota keluarga; 
3. Merawat dan mendidik akhlak anak. 
Apabila urusan domestik terjadi dalam rumah, maka urusan non- 
domestik terjadi di luar rumah. Urusan ini juga penting untuk menopang 
dan membesarkan rumah tangga. Misalnya: 
1. Bekerja guna untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga; 
2. Mendidik anak di lembaga formal; 
3. Berinteraksi dengan tetangga dan masyarakat. 
Urusan domestik dan non domestik sebuah rumah tangga tentu 
berbeda- beda. Walaupun demikian ada pendapat menarik yang 
disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro memiliki 
penafsiran dalam menyikapi kedua Undang-Undang tersebut. Salah satunya 
penafsiran dari hakim perempuan disana menyatakan bahwa tidak setuju 
dengan UU No. 1 tahun 1974 pasal 34 ayat 2 yang menyatakan bahwa isteri 
wajib mengatur rumah tangga. 
 
































Pendapat hakim yang berbeda-beda tentu menarik untuk dikaji.  
Hakim yang bertolak dengan Undang-undang beranggapan bahwa 
kewajiban mengurus rumah tangga tidak masuk dalam kewajiban isteri. 
Namun adapula hakim yang memiliki pendapat sendiri dan adapula yang 
sepakat dengan Undang-undang. Kemudian dikomparasikan dengan 
pendapat ulama yang juga berbeda-beda. 
Rumusan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia tentang urusan 
rumah tangga yang ada dan ragam pendapat para ulama, masyarakat, dan 
hakim sudah tentu menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini nantinya 
akan mencoba merumuskan dan mendiskripsikan pendapat Hakim dan para 
fuqaha untuk kemudian ditarik dalam penafsiran hakim Pengadilan Agama 
Bojonegoro. Penelitian direncanakan mengambil pendapat hakim 
disebabkan pengaruhnya di dunia peradilan dan kompetensinya dalam 
penegakan hukum yang memberi pelayanan hukum secara langsung 
terhadap masyarakat. 
Penelitian skripsi ini nantinya akan mengambil judul  ‚Analisis 
Hukum Islam Terhadap Penafsiran Hakim Pengadilan Agama 
Bojonegoro Terhadap Kata Urusan Rumah Tangga (Pasal 34 Ayat 2 UU 
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 Ayat 1 KHI). 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
Beragam permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar 
belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan dalam beberapa 
 
































masalah sebagai mana berikut: 
a. Pendapat fuqaha tentang kewajiban mengurus rumah tangga; 
b. Penafsiran hakim Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap kata 
“urusan rumah tangga” dalam Pasal 34 ayat 2 UU No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat 1 KHI; 
c. Analisis hukum Islam terhadap penafsiran hakim Pengadilan 
Agama Bojonegoro terhadap kata ‚urusan rumah tangga‛ dalam 
Pasal 34 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 
Pasal 80 ayat 1 KHI. 
2. Batasan Masalah 
Identifikasi yang telah diuraikan di ataskemudian dibatasi 
dengan pembatasan masalah pokok guna memudahkan pembahasan 
lebih jelas dan fokus. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Penafsiran   hakim   Pengadilan   Agama   Bojonegoro   dalam 
kata “urusan rumah tangga” dalam Pasal 34 ayat 2 UU No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat 1 KHI; 
b. Analisis pendapat fuqaha terhadap penafsiran hakim Pengadilan 
Agama Bojonegoro terhadap kata ‚urusan rumah tangga‛ dalam 
Pasal 34 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 
Pasal 80 ayat 1 KHI. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang sudah dipaparkan 
 
































di atas, ada beberapa rumusan masalah yang akan peneliti bahas dalam 
skripsi ini, antara lain sebagai berikut: 
1. Bagaimana penafsiran hakim Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap 
kata “urusan rumah tangga” dalam Pasal 34 ayat 2 UU No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat 1 KHI? 
2. Bagaimana analisis pendapat fuqaha terhadap penafsiran hakim 
Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap kata “urusan rumah tangga” 
dalam Pasal 34 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat 1  
KHI? 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka ialah beragam penelitian yang sudah dilakukan 
sebelumnya seputar masalah yang akan diteliti, sehingga dapat terlihat jelas 
bahwa kajian yang akan dilakukan tidak merupakan pengulangan atau 
duplikasi dari penelitian yang sudah ada sebelumnya.8 Setelah dilakukan 
kajian pustaka, ditemukan beberapa penelitian yang membahas masalah 
yang serupa dengan penelitian ini, diantaranya adalah: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Anis Rohmatun Ulya pada tahun 2015 
mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang 
berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Isteri dalam Al-Qur’an 
Perspektif M. Quraisy Shihab dan Ali Ash Shobuni”. Dalam 
penelitian ini membahas tentang perbedaan pendapat dalam 
menafsirkan ayat-ayat tentang hak dan kewajiban suami terhadap  
 
8 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi. 
 
































isteri antara Quraisy Shihab dan Ali Ash Shobuni. Dalam hal ini 
Quraisy Shihab menafsirkan ayat-ayat dengan menggunakan rasional 
dan dengan pendekatan kebahasaan, sedangkan Ali Ash Shobuni 
menggunakan riwayat-riwayat sebagai argument penafsirannya;9 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Hamdan Asyrofi pada tahun 
2014 mahasiswa Universitas Islam Negeri  Sunan  Kalijaga 
Yogyakarta yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Isteri Studi 
Pemikiran Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki dalam Kitab 
Adabal Islam Fi-NizamAl-Usrah”. Dalam penelitian ini membahas 
pemikiran Sayyid Muhammad Bin Alawi dalam hak dan kewajiban 
suami isteri masih relevan dengan kitab perundang-undangan di 
Indonesia, dalam hal ini yang digunakan adalah KHI;10 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Munawaroh pada tahun 2017 
mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang 
berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Keluarga  Menurut  
Perspektif M. Quraisy Shihab dalam Tafsir Al-Misbah”. Penelitian ini 
membahas tentang pemikiran Quraisy Shihab dalam menafsirkan 
ayat-ayat yang terkait dengan hak dan kewajiban suami isteri dalam 
kelurga yang cenderung menggunakan pendekatan struktural 
kebahasaan dan dikaitkan dengan pesan moral atau konteks  social 
pada ayat tersebut. Kemudian beliau menjelaskan dengan melihat 
 
9 Anis RohmatunUlya, Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Al-Qur’an Perspektif M. Quraisy 
Shihab dan Ali Ash Shobuni, (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015). 
10 Mohamad Hamdan Asyrofi, Hak dan Kewajiban Suami Isteri Studi Pemikiran Sayyid 
Muhammad Bin Alawi Al-Maliki dalam KitabAdabal Islam Fi-NizamAl-Usrah,(Skripsi--UIN 
Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2014). 
 
































kondisi social yang bias dilihat dari ayat-ayat tersebut;11 
4. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Badarus Syamsi pada tahun 
2008 mahasiswa Universitas Islam Negeri  Sunan  Kalijaga 
Yogyakarta yang berjudul ‚Hak dan Kewajiban Isetri dalam Rumah 
Tangga Studi Komparasi Antara Hukum Keluarga Islam  dan 
Konvensi Cedaw‛. Dalam penelitian ini membahas tentang hak dan 
kewajiban isteri dalam rumah tangga menurut Konvensi CEDAW dan 
Hukum Keluarga Islam. Dalam Konvensi CEDAW dijelaskan istri 
mempunyai hak dan kewajiban sama dengan suami dalam rumah 
tangga, baik dalam wilayah domestik maupun publik. Sedangkan 
dalam Hukum Keluarga Islam isteri mempunyai hak dan kewajiban 
dalam rumah tangga yang harus dipenuhi sendiri.12 
Beragam penelitian yang telah dilakukan diatas membahas hak dan 
kewajiban suami isteri. Namun penelitian ini akan melakukan fokus  kajian 
pada kata urusan rumah tangga dalam kewajiban suami isteri saja yang 
tertera dalam Pasal 34 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dan Pasal 80 ayat 1 KHI yang akan ditafsirkan oleh hakim 
Pengadilan Agama Bojonegoro yang kemudian dianalisa menggunakan 
pendapat dari para fuqaha atas undang-undang tersebut. 
E. Tujuan Penelitian 
 
11 Siti Munawaroh, Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Keluarga Menurut Perspektif M. 
Quraisy Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, (Skripsi--IAIN Tulungagung, 2017). 
12 Achmad Badarus Syamsi, Hak dan Kewajiban Isetri dalam Rumah Tangga Studi Komparasi 
Antara Hukum Keluarga Islam dan Konvensi Cedaw, (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, 2008). 
 
































Berdasarkan beberapa rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 
mempunyai tujuan sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui penafsiran hakim Pengadilan Agama Bojonegoro 
dalam kata ‚urusan rumah tangga‛ dalam Pasal 34 ayat 2 UU No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat 1 KHI; 
2. Untuk mengetahui, merumuskan dan menganalisis pendapat fuqaha 
terhadap penafsiran hakim Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap 
kata urusan rumah tangga dalam Pasal 34 ayat 2 UU No. 1 Tahun 
1974 dan Pasal 80 ayat 1 KHI. 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Kegunaan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi  sumbangsih 
yang bernilai dalam bidang keilmuan hukum pada umumnya baik untuk 
pembaca atau penulis sendiri. Secara umum, kegunaan penelitian ini ditinjau 
dari dua segi, yaitu: 
1. Segi teoritis, dari segi ini penelitian ini mempunyai beberapa 
kegunaan, di antaranya adalah sebagai berikut: 
a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan 
menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum 
keluarga Islam; 
b. Penelitian diharapkan mampu menjadi bahan rujukan bagi 
hakim untuk memutuskan suatu hukum yang berkaitan dengan 
kewajiban mengurus mengurus rumah tangga. 
2. Segi praktis 
 
































Kegunaan praktis yang diharapkan mampu dihasilkan dari penelitian 
ini adalah penelitian mampu menjadi pedoman untuk penelitian-
penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kewajiban mengurus 
urusanrumah tanggamenurutpandangan hakim dan pendapat para 
fuqoha. 
G. Definisi Operasional 
Definisi operasional digunakan untuk mempertegas dan memperjelas 
arah pembahasan masalah yang diangkat, agar tidak  terjadi  penyimpangan 
dalam skripsi ini. Definisi operasional yang terdapat dalam penelitian ini 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. Analisis hukum Islam yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 
pendapat fuqaha yang kemudian dijadikan  analisis  terhadap 
penafsiran hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang kata 
“urusan rumah tangga” yang tercantum dalam pasal 34 ayat 2 
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 80 
ayat 1 KHI; 
2. Hakim laki-laki dan perempuan Pengadilan Agama Bojonegoro yang 
dianggap sesuai untuk memberikan penafsiran terhadap kata urusan 
rumah tangga dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi 
Hukum Islam karena memiliki beberapa pendapat yang berbeda. 
Penelitian mengambil pendapat hakim disebabkanpengaruhnya di 
dunia peradilan dan kompetensinyadalampenegakanhukum yang 
memberi pelayanan hukum secara langsung terhadap masyarakat. 
 
































H. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini  adalah: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan cara melakukan 
wawancara langsung dengan para hakim laki-laki maupun perempuan 
yang bertugasdi Pengadilan Agama Bojonegoro. Wawancara penting 
dilakukan untuk menemukan dan merumuskan pendapat mereka  
terhadap kata ‚urusan rumah tangga‛ dalam Pasal   34 ayat 2 UU No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat 1 KHI. 
2. Data yang dikumpulkan 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: 
a. Pendapat hakim Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap kata 
urusan rumah tangga dalam pasal 34 ayat 2 UU No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan dan pasal 80 ayat 1 KHI; 
b. Kewajiban mengurus rumah tangga dalam Islam menurut para 
fuqaha. 
3. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu: 
a. Sumber Primer 
Sumber primer adalah sumber-sumber dasar yang terdiri dari 
bukti-bukti dari kejadian objek yang diteliti dan gejala  yang  
terjadi di lapangan.13 Sumber primer dalam penelitian ini adalah 
 
13 Sumantri, MetodologiPenelitianKesehatan, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2015), 26. 
 
































hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama 
Bojonegoro. 
b. Sumber Sekunder 
Sumber sekunder merupakan rujukan yang bersifat menunjang 
dan membantu penulis dalam melakukan penelitian yang 
memberikan penjelasan, memperkuat dan memperjelas data 
primer.14 Sumber sekunder dari penelitian ini adalah: 
1) Hukum  Pernikahan dalam  Islam di Indonesia oleh Dr. 
Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag; 
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan; 
3) Kompilasi Hukum Islam (KHI); 
4) Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data yang 
akan diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan Teknik sebagai 
berikut: 
a. Wawancara 
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 
pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai 
 
14 Suharsini Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2002), 129. 
 
































untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.15 
Wawancara dalam teknik ini adalah proses tanya jawab antara 
peneliti dengan narasumber yaitu hakim Pengadilan Agama 
Bojonegoro, guna untuk memperoleh data yang akan dijadikan 
sebagai laporan penelitian. 
b. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak 
langsung diajukan pada subyek yang akan diteliti, namun 
melalui melalui dokumen, atau melalui berkas yang ada.16 
Dokumentasi dalam penelitian ini adalah suatu teknik mencari 
data  dan informasi dari buku, peraturan perundang-undangan, 
dan lain sebagainya. Dalam teknik ini digunakan untuk 
memperoleh data yang akan dijadikan laporan penelitian. 
5. Teknik Pengolahan Data 
Data yang sudah diperoleh dan terkumpul dari sumber data, maka 
akan diolah sebagai berikut: 
a. Organizing 
Organizing yaitu proses pengumpulan, pencatatan dan 
penyusunan data yang diperoleh dari hasil lapangan dan diatur 
secara sistematis sesuai dengan penyajian fakta untuk tujuan 
penelitian.17 Teknik ini digunakan peneliti untuk mengetahui 
 
15 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Mahasatya,2006), 158. 
16 Irawan Sochartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), 70. 
17 Joenaedi Efendi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Depok: 
Prenadamedia Group, 2018), 78. 
 
































penafsiran hakim tentang perbedaan hukum antara UU pasal 34 
ayat 2 Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 80 
ayat 1 KHI. 
b. Editing 
Editing adalah adalah teknik pengolahan data dengan cara 
meneliti kembali informasi yang telah diterima dari lapangan, 
dan menyesuaikan dengan data penelitian yang memudahkan 
proses pemberian kode dan pemrosesan penyusunan data dalam 
pengerjaan.18 Dalam proses ini, setelah data terkumpul maka 
tahap selanjutkan akan meneliti apakah data yang telah 
diperoleh dapat mendukung penelitian atau tidak, serta 
untuk memeriksa kelengkapan data yang telah diperoleh. 
c. Analyzing 
Analyzing adalah teknik analisis data yang telah  diperoleh dari 
lapangan dengan teori yang sudah ada atau dengan teori hukum 
yang berlaku.19 Dalam proses ini penulis akan melakukan 
Analisa terhadap hasil editing dan organizing data yang telah 
diperoleh, dengan menggunakan teori dan dalil lainnya, 
sehingga dapat diperoleh kesimpulan. 
6. Teknik Analisis Data 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa 
 
18 Faisar Ananda Arfa, WatniMarpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam, (Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2016), 109. 
19 Ibid. 110. 
 
































dengan cara memaparkan data apaadanya. Dalam hal ini data tentang 
penafsiran hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang kata urusan 
rumah tangga dalam Pasal 34 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat 1 Kompilasi  Hukum 
Islam, kemudian dianalisa dengan menggunakan hukum islam dan 
ditarik pada sebuah kesimpulan. 
Adapun pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari 
variabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori hukum islam berupa 
pendapat dari para fuqaha tentang kewajiban dalam mengurus urusan 
rumah tangga dalam Pasal 34 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum  
Islam, yang kemudian diaplikasikan dan dijadikan pisau analisa 
terhadap variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini adalah  
penafsiran hakim Pengadilan Agama Bojonegoro yang menafsirkan 
kata urusan rumah tangga yang tertera dalam Pasal 34 ayat 2 Undang- 
undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat 1 
KHI. 
I. Sistematika Pembahasan 
Sistematika ini bertujuan untuk memudahkan dan memahami terkait 
apa yang ada dalam penelitian ini. Pembahasan dalam penelitian  ini  dibagi 
menjadi 5 bab, diantaranya sebagai berikut: 
Bab pertama, yaitu berisi tentang pendahuluan yang bertujuan untuk 
menghantarkan ketahap pertama secara keseluruhan, bab ini terdiri dari 
 
































beberapa sub bab yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah 
dan batasan masalah, rumusan masalah kajian pustaka, tujuan penelitian 
kegunaan hasil penelitian, definisi operasional. Metode penelitian, dan 
sistematika pembahasan. 
Bab kedua adalah bab yang berisi kerangka teori yang digunakan 
dalam penelitian ini. Bab ini berisi kajian tentang hak dan  kewajiban suami 
istri dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hak 
dan kewajiban suami isteri dalam KHI, kewajiban mengurus rumah tangga 
dalam pendapat fuqaha. 
Bab ketiga, pada bab ini memaparkan tentang hasil penelitian yang 
dilakukan, yaitu data penelitian yang berkaitan dengan penafsiran hakim 
Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap kata urusan rumah tangga dalam 
pasal 34 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 80 
ayat 1 KHI. 
Bab keempat, bab ini membahas tentang analisis dari sub bab kedua 
dan ketiga tentang bagaimana analisis hukum Islam terhadap penafsiran 
hakim Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap kata urusan rumah tangga 
dalam pasal 43 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan 
pasal 80 ayat 1 KHI. Sehingga dari analisis ini diharapkan dapat  menjawab 
rumusan masalah yang terdapat pada bab pertama. 
Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari 
jawaban rumusan masalah yang diperoleh dari pembahasan bab pertama 
sampai bab keempat, serta berisi saran dari penelitian yang bersifat 
 

































Akhir skripsi ini juga mencantumkan daftar pustaka sebagai rujukan 






































KEWAJIBAN MENGURUS RUMAH TANGGA 
A. Hak dan Kewajiban Suami Isteri 
Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. 
Dalam rumah tangga hak adalah apa yang diterima oleh seorang suami/isteri 
dari pasangannya sebagai akibat terlaksananya akad nikah.20 Kewajiban 
adalah apa yang mesti dilakukan seorang terhadap orang lain. Dalam hal ini 
kewajiban adalah apa yang harus dilakukan oleh suami/istri terhadap 
pasangannya. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek 
hukum. Kehidupan suami isteri dalam rumah tangga keduanya memiliki hak 
dan kewajiban masing-masing.21 
Setiap orang pada awalnya tidak memiliki hak dan kewajiban, mereka 
memiliki kebebasan untuk memilih hak yang akan dimiliki atau  kewajiban 
yang akan dilaksanakan. Lelaki sebelum menikah atau perempuan yang 
masih lajang tidak memiliki hak dan kewajiban suami isteri. Ketika akad 
nikah diucapkan maka suami dan isteri memiliki hak dan kewajiban ketika 
akad telah terucap. 
Apabila telah terjadi suatu akad pernikahan, maka suami memiliki hak 
atas isterinya demikian sebaliknya isteri memiliki hak atas suaminya. Dan 
suami memiliki beberapa kewajiban atas isterinya demikian isteri  memiliki 
beberapa kewajiban atas suaminya.22 
 
20 Siti Dalilah Candrawati, HukumPerkawinanIslam di Indonesia, (Surabaya: UIN SunanAmpel 
Press, 2004), 63. 
21 Amir Syarifuddin, HukumPerkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 159. 
22 Siti Dalilah Candrawati, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Surabaya: UIN Sunan Ampel 
 
































Rumusan Hak dan kewajiban suami isteri bisa ditemukan dalam 
beragam sumber hukum.Agama Islam mengatur dengan jelas hak dan 
kewajiban dalam rumah tangga dalam aturan-aturan keagamaan.Hal ini 
dapat dilihat dalam hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga 
telah dijelaskan dalam ayat Al-qur’an dan hadits Rasulullah.Penjelasan 
tentang hak dan kewajiban ini dapat ditemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 
228: 
قُُروٍء َوال َيِحلُّ لَُهنَّ أَْن يَْكتُْمَن َما وَ  اْلُمَطلَّقَاُت َيتََربَّْصَن ِبأَْنفُِسِهنَّ ثاَلثَةَ 
ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر  ُ فِي أَْرَحاِمِهنَّ إِْن ُكنَّ يُْؤِمنَّ ِباَّللَّ َوبُعُولَتُُهنَّ أََحقُّ َخلََق َّللاَّ
ْصالًحا َولَُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَْيِهنَّ ِباْلَمْعُروِف بَِرِدِِّهنَّ فِي ذَِلَك إِْن أََراُدوا إِ 
ُ َعِزيٌز َحِكيٌم )َوِللِرِّ   ( ٢٢٨َجاِل َعلَْيِهنَّ َدَرَجةٌ َوَّللاَّ
Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga 
kali quru'. Tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan 
Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari 
akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti 
itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita 
mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara 
yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan 
kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.23 
 
Selain banyak penjelasan yang merumuskan hak dan kewajiban yang 
terdapat dalam al-Quran, Penjelasan yang disampaikan hadits juga 
menunjukkan bahwa hak dan kewajiban suami isteri diatur dengan jelas. 
Misalnya hadits: 
Dari Jabir, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda ketika haji wada’: 
َّللاَِّ  ِبأََماِن  أََخْذتُُمْوُهنَّ  فَإِنَُّكْم  النَِِّساِء  فِى   َ َّللاَّ فُُرْوَجُهنَّ فَاتَّقُْوا  َواْستَْحلَْلتُْم   
ِ َولَُكْم َعلَْيِهنَّ أَْن الَيْوِطْئَن فُُرَشُكْم أََحًدا تَْكَرُهْوَنهُ . فَإِْن فَعَْلَن  بَِكِلَمِة َّللاَّ
 
Press, 2004), 63. 
23 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok), 37. 
 
































أَ  فَاْضِربُْوُهنَّ  ِرْزقُُهنَّ ذَِلَك  ِكْسَوتُُهنَّ  َعلَْيُكْم  َولَُهنَّ  حٍ  ُمبَرِِّ َرَغْيَضْرًبا  ْن 
 ْوفِ ِباْلَمْعرُ 
Bertakwalah kepada Allah pada (penuaian hak-hak) para wanita, 
karena kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dengan amanah 
Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat 
Allah. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian 
ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka 
melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak 
menyakiti. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka 
nafkah dan pakaian dengan cara yang ma’ruf.24 
Selain ketentuan yang terdapat dalam alquran maupun al hadits, 
rumusan hak dan kewajiban suami isteri juga dapat ditemukan dalam 4 pasal 
dalam ketentuan hokum positif. Rumusan Hak dan kewajiban suami isteri 
dalam diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
Pasal 30-34.25 Ketentuan pasal ini menyebutkan bahwa ada keseimbangan 
antara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami dan isteri. 
Ketentuan Pasal 3026menyebutkan bahwa suami isteri memiliki 
kewajiban bersama yaitu memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan 
rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. 
Keseimbangan ini dilanjutkan lebih jelas dalam pasal 3127 yang memberikan 
rumusan bahwa Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan 
kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup 
bersama dalam masyarakat. Selain itu, ayat kedua memberikan penjelasan 
bahwa masing-masing pihak, pasangan suami dan isteri, memiliki hak untuk 
melakukan perbuatan hukum. Sedangkan ayat selanjutnya, ayat 3 
 
24 HR. Muslim no. 1218. 
25 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
26 Pasal 30 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
27 Pasal 31 UU No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
 
































menjelaskan bahwa Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah 
tangga. 
Ketentuan Pasal 3228 menjelasakan bahwa suami isteri harus 
mempunyai tempat kediaman yang tetap. Tidak ada penjelasan tentang 
bagaimana tipe, bentuk dan lokasi hunian yang tetap untuk ditinggali suami 
isteri.Walaupun demikian ayat selanjutnya menunjukkan tempat tinggal 
tetap itu harus berdasakan kesepakatan bersama.Salah satu pihak tidak boleh 
memaksakan kehendaknya untuk memilih tempat tinggal tetap tanpa 
persetujuan pasangannya. Oleh sebab itu, ayat 2 secara tegas merumusakan 
Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam pasal (1) Pasal ini 
ditentukan oleh suami isteri bersama. 
Selain masalah kewajiban memiliki tempat tinggal tetap, Pasal 3329 
memberikan kewajiban kepada Suami isteri untuk saling cinta mencintai, 
hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu 
kepada yang lain. Pasangan suami isteri memiliki kewajiban  bersama yang 
harus dijalankanberdua. Salah satu pihak tidak boleh meninggalkan 
kewajiban ini. 
Kewajiban bersama suami isteri juga dapat ditemukan dalam Pasal 
3430 undang-undang perkawinan yang mengatur bahwa suami wajib 
melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup 
berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sedangkan isteri wajib 
mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau isteri 
 
28 Pasal 32 UU No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
29 Pasal 33 UU No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
30 Pasal 34 UU No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
 
































melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada 
Pengadilan. 
Hak dan kewajiban suami isteri juga dijelaskan secara luas dalam  
KHI pasal 77-84.31 Ketentuan KHI ini secara khusus ditujukan kepada 
pasangan suami isteri yang beragama Islam. Apabila pasangan suami  isteri 
tidak beragama Islam maka mereka tidak memiliki kewajiban yang 
ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan Pasal 7732 
memberikan petunjuk bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur 
untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah )سكينة (,  mawaddah (مودة ),  
warahmah ََورحمة )ََ ) yang  menjadai  sendi dasar dari susunan masyarakat. 
Rumusan pasal ini hampir mirip dengan rumusan pasal 30 UU perkawinan. 
Begitu juga dengan rumusan ayat 2 yang memberikan penjelasan bahwa 
suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan 
memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Hal senada juga 
dalam rumusan ayat 3 dan 4 yang terlihat memiliki ketentuan hukum yang 
sama yaitu suami isteri wajib memelihara kehormatannya. Apabila suami 
atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan 
gugatan kepada Pengadilan Agama. 
Perbedaan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terletak pada 
ayat 3 pasal 77 KHI yang memberikan kewajiban pendidikan agama  selain 
kewajiban nafkah. Pasal 77 ayat 3 KHI menjelasakan suami isteri memikul 
kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik 
 
31 Kompilasi Hukum Islam. 
32 Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. 
 
































mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan 
pendidikan agamanya. Pasal 79 tentang kedudukan suami isteri33 
memberikan rincian kedudukan suami isteri yang berbeda yaitu suami 
adalah kepala keluarga, sedangkan isteri berkedudukan sebagai ibu rumah 
tangga. Adapun hak  dan kedudukan isteri dalam keluarga seimbang dengan 
hak dan  kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga sertapergaulan 
hidup bersama dalam masyarakat. 
Pasal 80 tentang kewajiban suami merumuskan tentang apasaja 
kewajiban-kewajiban suami yang harus dilakukan seorang  laki-laki setelah 
menikah.34 Diantaranya disebutkan dalam ayat 1 bahwa suami adalah 
pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-
hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri 
bersama. Kewajiban suami untuk melindungi isterinya disebutkan dalam 
ayat 2 yang berbunyi suami wajib melindungi isterinya dan memberikan 
segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 
kemampuannya. Suami juga memiliki kewajiban untuk memberikan 
pendidikan agama untuk isterinya, hal ini disebutkan dalam ayat 3 yang 
berbunyi suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan 
memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat 
bagi agama, nusa dan bangsa. 
Adapun untuk kewajiban suami terhadap isteri dalam bentuk materiil 
diatur pada ayat 4. Kewajiban materiil tersebut disesuaikan dengan 
 
33 Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam. 
34 Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam. 
 
































penghasilan suami dalam menanggung kebutuhan isteri dan rumah 
tanggganya. Adapun kewajiban-kewajiban suami adalah nafkah, kiswah dan 
tempat kediaman bagi isteri, sedangkan untuk biaya rumah tangga, biaya 
perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya pendidikan 
bagi anak juga menjadi tanggung jawab suami. Kewajiban- kewajiban 
suami terhadap isterinya seperti yang telah disebutkan diatas akan mulai 
berlaku setelah ada tamkin sempurna dari sang isteri. 
Seorang isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban yang 
telah disebutkan sebelumnya terhadap dirinya. Hal ini adalah keinginan 
isteri sendiri apabila ia merasa mampu akan memenuhi kebutuhan sirinya 
sendiri dan bukan merupakan paksaan dari suaminya. Kewajiban- kewajiban 
suami sebagaimana diatas juga dapat gugur apabila isteri nusyuz. 
Sebagai seorang isteri juga mempunyai kewajiban yang telah diatur 
dalam Pasal 83.35 Setelah seorang perempuan menikah dan menjadi seorang 
isteri maka ia memiliki kewajiban atas suaminya. Kewajiban utama bagi 
seorang isteri dijelaskan dalam ayat 1 adalah berbakti lahir   dan batin 
kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam. 
Apabila suami menyuruh isterinya untuk melakukan perbuatan  yang 
dilarang agama maka isteri tidak diwajibkan  untuk  melaksanakannya dan 
kewajiban tersebut akan gugur dengan sendirinya. Selain itu disebutkanjuga 
dalam ayat 2 bahwa seorang isteri berkewajiban untuk menyelenggarakan 
dan mengatur keperluan rumah tangga sehari- hari dengan sebaik-baiknya. 
 
35 Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam. 
 
































Artinya seorang isteri berkewajiban untuk mengatur dan melakukan 
pekerjaan rumah tangga seperti memasak, menyiapkan makanan, 
membereskan rumah, dan beberapa pekerjaan rumah tangga yang lain. 
Seorang isteri yang tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya 
terhadap suami disebut dengan nusyuz. Ketentuan tentang isteri nusyuz ini 
dijelaskan dalam Pasal 84.36 Isteri dapat dianggap nusyuz apabila ia tidak 
mau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disebutkan sebelumnya 
kecuali dengan alasan yang sah. Hal ini dijelaskan dalam ayat 1. Kecuali 
apabila suami memerintahkan isteri untuk melakukan perbuatan yang 
dilarang agama maka isteri tidak wajib melaksanakannya, atau isteri tidak 
dapat mengurus rumah disebabkan keadaan isteri yang sedang sakit, maka 
hal yang seperti ini tidak dapat dikatakan nusyuz. 
Selama isteri dalam nusyuz, dalam ayat 2 dijelaskan  bahwa  
kewajiban suami terhadap isterinya yang telah disebutkan sebelumnya tidak 
berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.  Seperti  memberi 
nafkah untuk keperluan-keperluan anaknya. Dan kewajiban-kewajiban 
suami tersebut akan berlaku kembali setelah isteri tidak  nusyuz. Ketentuan 
tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri  tersebut harus berdasatkan 
atas bukti yang sah. Bukan hanya menjadi alasan seorang suami untuk tidak 
memenuhi kewajiban terhadap isterinya. 
B. Hak dan Kewajiban Mengurus Rumah Tangga Menurut Pendapat 
Fuqaha 
 
36 Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam. 
 
































Hak dan kewajiban suami isteri perspektif ulama fiqih  dalam  
keluarga berhubungan erat dengan peran hak dan kewajiban suami isteri 
dalam rumah tangga. Hak yang dimiliki oleh setiap suami maupun isteri 
adalah seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada masing- 
masing mereka.37 Sesuai dengan dasar hukumnya dalam Al-qur’an surat Al-
baqarah ayat 228 yang telah dijelaskan di atas. 
Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa dasar dari pembagian hak dan 
kewajiban suami maupun istri ditentukan oleh ‘urf dan fitrah.‘Urf berarti 
hak   dan   kewajiban   suami   istri   berasal   dari   kebiasaan   masyarakat 
setempat. Sedangkan Fitrah berarti hak dan kewajiban berasal dari peran 
pribadi yang dipilih oleh masing-masing pihak.Seorang suami, secara fitrah 
berkeinginan untuk melindungi, mencukupi dan memimpin keluarganya. 
Begitu juga seorang isteri secara fitrah berkeinginan untuk dilindungi, 
diayomi dan dijaga oleh suaminya. 
Wahbahal-Zuhaili melanjutkan penjelasan bahwa asasnya adalah 
setiap hak melahirkan kewajiban. Isteri memiliki hak nafkah lahir maupun 
batin. Dan sebaliknya pemberian nafkah ini adalah kewajiban suami 
terhadap isteri.38 Penjelasan yang disampaikan oleh Wahbahal-Zuhaili 
berasal dari firman Allah surat al-Baqarah ayat 233: 
َضاَعةَ  َواْلَواِلَداُت يُْرِضْعَن أَْوالَدُهنَّ َحْولَْيِن َكاِملَْيِن ِلَمْن أََراَد أَْن يُِتمَّ الرَّ
ِرزْ  لَهُ  اْلَمْولُوِد  إاِل َوَعلَى  َنْفٌس  تَُكلَُّف  ال  ِباْلَمْعُروِف  َوِكْسَوتُُهنَّ  قُُهنَّ 
ِبَولَدِ  ِبَولَِدِه َوَعلَى اْلَواِرِث ِمْثُل ُوْسعََها ال تَُضارَّ َواِلَدةٌ  َها َوال َمْولُوٌد لَهُ 
 
37 Sudarto,  ILMU  FIQIH  Refleksi  tentang:  Ibadah,  Muamalah,  Munakahat  dan  Mawaris, 
(Yogyakarta: Depublish, 2018), 165. 
38 Ibid. 
 
































َوإِْن ذَِلَك فَإِْن أََراَدا فَِصاال َعْن تََراٍض ِمْنُهَما َوتََشاُوٍر فَال ُجَناَح َعلَْيِهَما 
آتَْيتُ  َما  َسلَّْمتُْم  إِذَا  َعلَْيُكْم  ُجَناَح  فَال  أَْوالَدُكْم  تَْستَْرِضعُوا  أَْن  ْم أََرْدتُْم 
َ بَِما تَْعَملُوَن َبِصيٌر ) َ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ  ( ٢٣٣ِباْلَمْعُروِف َواتَّقُوا َّللاَّ
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 
penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan 
kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan 
cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 
kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan 
karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 
berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 
dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka 
tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan 
oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 
memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu 
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang 
kamu kerjakan.39 
Dan firman Allah surat an- Nisa’ ayat 19: 
الَِّذيَن آَمنُو  أَيَُّها  تَْعُضلُوُهنَّ َيا  الِنَِّساَء َكْرًها َوال  لَُكْم أَْن تَِرثُوا  َيِحلُّ  ا ال 
َما   ِبَبْعِض  َوَعاِشُروُهنَّ ِلتَْذَهبُوا  ُمَبِيَِّنٍة  ِبفَاِحَشٍة  َيأِْتيَن  أَْن  إاِل  آتَْيتُُموُهنَّ 
َوَيْجعَلَ  َشْيئًا  تَْكَرُهوا  أَْن  فَعََسى  َكِرْهتُُموُهنَّ  فَإِْن  فِيِه   ِباْلَمْعُروِف   ُ َّللاَّ
 ( ١٩َخْيًرا َكِثيًرا )
Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai 
wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka 
karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu 
berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji 
yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian 
bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena 
mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan 
padanya kebaikan yang banyak.40 
Hak isteri juga dijelaskan dalam hadits Nabi SAW. Yaitu: “Telah 
menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada 
kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza’ah Al Bahali, 
dari Hakim bin Mu’awiyyah Al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata; aku 
 
39 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok), 38. 
40 Ibid, 81. 
 
































katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami 
atasnya? Beliau berkata: ‚Engkau memberinya makan apabila engkau 
makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian,  janganlah engaku 
memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan 
kotor atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan 
wajahmu.” (HR. Abu Daud). 
Seorang suami juga memiliki hak yang merupakan kewajiban isteri 
terhadapnya.41 Dijelaskan dalam firman Allah surat An-Nisa’ ayat 34: 
َوبَِما الِرِّ  َبْعٍض  َعلَى  بَْعَضُهْم   ُ َّللاَّ فَضََّل  بَِما  الِنَِّساِء  َعلَى  اُموَن  قَوَّ َجاُل 
 ُ َّللاَّ َحِفَظ  ِبَما  ِلْلغَْيِب  َحافَِظاٌت  قَاِنتَاٌت  اِلَحاُت  فَالصَّ أَْمَواِلِهْم  ِمْن  أَْنفَقُوا 
َواْهُجُروُهنَّ  فَِعُظوُهنَّ  نُُشوَزُهنَّ  تََخافُوَن  اْلَمَضاِجعِ   َوالالتِي  فِي 
َ َكاَن َعِليًّا َكِبيًرا َواْضِربُوُهنَّ فَإِْن أََطْعَنُكْم فَال تَْبغُوا َعلَْيِهنَّ َسِبيال إِنَّ  َّللاَّ
(٣٤ ) 
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 
sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah 
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak 
ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita 
yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan 
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 
kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-
cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi 
lagi Maha besar.42 
Berdasarkan dari hak dan kewajiban suami isteri ini terdapat 
perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan para fuqaha. Perbedaan 
pendapat tersebut lebih kepada kewajiban suami isteri dalam mengurus 
urusan rumah tangga. 
 
41 Sudarto, ILMU FIQIH Refleksitentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris, 
42 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok), 85. 
 
































Sudarto memberikan penjelasan lebih rinci tentang hak suami isteri 
dalam keluarga menurut para ulama sebagaimana berikut: 
1. Madzab Hanafi 
Al-Imam Al-Kasani dalam kitab Al-Badai’ menyebutkan bahwa 
seandainya suami pulang membawa bahan pangan yang masih harus 
dimasak dan diolah, lalu isterinya enggan untuk memasak dan 
mengolahnya, maka isteri itu tidak boleh dipaksa. Suaminya 
diperintahkan untuk pulang membawa makanan yang siap  santap.43 
2. Madzab Maliki 
Disebutkan dalam kitab Asy-Syahrul Kabir oleh Ad-Dardir bahwa 
wajib atas suami berkhidmat (melayani) isterinya,meski suami 
memiliki keluasaan rejeki sementara isterinya punya kemampuan 
untuk berkhidmat, namun tetap kewajiban isteri  bukan  berkhidmat. 
Maka wajib atas suami menyediakan pembantu untuk isterinya. 
3. Madzab Asy-Syafi’i 
Disebutkan dalam kitab Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab karya Abu 
Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah bahwa tidak wajib atas isteri 
berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk 
khidmat lainnya, karena yang ditetapkan dalam pernikahan adalah 
kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (istimta’),sedangkan 
pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban isteri. 
4. Madzab Hanabillah 
 
43 Sudarto, ILMU FIQIH Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris, 
 
































Imam Ahmad rahimahullah menyatakan bahwa seorang isteri tidak 
diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa 
mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan yang 
sejenisnya, termasuk menyapu rumah, menimba air di sumur. Karena 
akadnya hanya kewajiban pelayanan seksual, maka pelayanan dalam 
bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh isteri seperti memberi minum 
kuda atau memanen tanaman. 
5. Madzab Az-Zhahiri 
Madzab yang dipelopori oleh Daud Adz Dzahiri ini juga 
mengemukakan pendapat para ulamanya yang tegas menyatakan 
bahwa tidak ada kewajiban bagi isteri untuk mengadoni,membuat roti, 
memasak dan berkhidmat lain yang sejenisnya, walaupun suaminya 
anak khalifah.44 
Berdasarkan pendapat-pendapat dari imam madzab tersebut telah 
sepakat bahwa para isteri pada hakikatnya tidak mempunyai kewajiban 
berkhidmat kepada suami. Isteri tidak wajib mengurus urusan rumah tangga. 
Suami tetap wajib menyediakan orang yang  bisa membantu menyiapkan 
makanan dan minuman siap santap. Serta wajib menyediakan 
pelayan/pembantu yang bekerja menyapu, membersihkan rumah dan 
menyiapkan tempat tidur. 
1. Yusuf Al-Qaradawi 
Yusuf Al-Qaradawi memiliki pendapat yang berbeda dari 
 
44 Sudarto, ILMU FIQIH Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris, 
(Yogyakarta: Depublish, 2018), 170. 
 
































pendapat-pendapat imam madzab di atas. beliau mengatakan bahwa 
isteri wajib berkhidmat di luar istimta’ kepada suaminya. Para isteri 
harus digaji dengan nilai yang pasti oleh suaminya. Karena Allah 
menetapkan kewajiban suami memberi nafkah kepada isterinya yang 
berarti bukan sekedar membiayai keperluan rumah tangga, akan tetapi 
lebih dari itu. Suami harus menggaji isteri. Serta uang gaji tersebut 
harus diluar semua biaya kebutuhan rumah tangga.45 
Berdasarkan pendapat Yusuf Al-Qaradawi tersebut berarti 
seorang isteri tetap berkewajiban untuk mengurus rumah tangga  
seperti mencuci, menyapu dan membersihkan rumah. 
2. Wahbah Az-Zuhaili 
Wahbah Az-Zuhaili berpendapat dalam kitabnya Fiqih Islam Wa 
Adillatuhu dinyatakan seorang isteri harus mentaati suaminya ketika 
suami mengajaknya ke tempat tidur meskipun pada saat itu isteri 
tengah berada di tempat perapian atau di atas punggung unta. 
Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya,  
selama hal tersebut tidak membuat isteri terlupa terhadap kewajiban 
agama atau menimbulkan hal buruk terhadap isteri.46 
Kewajiban isteri taat kepada suami berdasarkan hadits 
Rasulullah saw: “Jika aku dapat memerintah seseorong untuk bersujud 
kepadaseseorang, maka aku pasti memerintahkan seorang perempuan 
untuk bersujud kepada suaminya.” (HR. at-Tirmidzi) 
 
45 Sudarto, ILMU FIQIH Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris, 
(Yogyakarta: Depublish, 2018),172. 
46 Wahbah Az-Zuhaili, Terjemah Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, 302. 
 
































Perbuatan ketaatan isteri terhadap suami yang dimaksud adalah 
termasuk memperhatikan berbagai perkara rumah tangga, mengurus 
rumah, dan merawat anak dari kecil hingga besar. Hal ini berarti istri 
wajib mengurus rumah tangga sebagai ketaatan isteri terhadap 
suaminya. 
Pada setiap perkawinan masing-masing pihak suami dan isteri 
dikenakan hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban 
disesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Bagi pihak yang 
dikenakan  kewajiban lebih besar berarti ia akan mendapatkan hak 
yang lebih besar pula. Sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-
masing. 
Perbedaan-perbedaan pendapat dari para fuqaha tersebut tentu 
saling memiliki dasar masing-masing, sehingga untuk menentukan 
suatu hukum dalam islam harus merujuk pada Alqur’an dan hadits 
Nabi. Alqur’an digunakan sebagai petunjuk hukum dalam sebuah 
masalah  apabila terdapat ketentuan praktis didalamnya. Namun 
apabila dalam Al-qur’an tidak dijelaskan secara rinci maka 
selanjutnya adalah merujuk kepada hadits Nabi. 
Dari beberapa pendapat para fuqaha diatas maka dapat 
dirumuskan dalam tabel sebagai berikut: 
No. Fuqaha Pendapat Fuqaha 
 

































- Madzab Hanafi 
- Madzab Maliki 
- Madzab Syafi’i 
- Madzab Hanabilah 
- Madzab az-Zhahiri 
Kelima imam madzab ini 
sepakat mengatakan bahwa 
isteri tidak berkewajiban 
untuk mengurus urusan 
rumah tangga. 
2. Yusuf al-Qardhawi 
Istri wajib berkhidmad diluar 
istimta’. Artinya isteri wajib 
mengurus urusan rumah 
tangga. 
3. Wahbah al-Zuhaili 
Wajib karena taat. 
Maksudnya adalah isteri 
wajib mengurus urusan 
rumah tangga sebagai bentuk 






































DESKRIPSI PENAFSIRAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO 
TENTANG KATA "URUSAN RUMAH TANGGA‛ (Pasal 34 Ayat 2 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 Ayat 1 KHI) 
A. Kedudukan dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Bojonegoro 
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bojonegoro 
Badan peradilan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang 
bertugas untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 
dan keadilan berdasarkan Pancasila. Badan peradilan memiliki tugas 
pokok menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan 
setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan 
kepadanya berdasarkan perundang-undangan untuk menegakkan 
hukum dan keadilan.47 
Adapun Peradilan Agama sebagai salah satu dari empat 
lingkungan peradilan yang telah diakui eksistensinya dalam Undang- 
Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan 
Kehakiman, yang dalam perkembangannnya diganti dengan Undang- 
undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Lembaga Peradilan khusus yang ditujukan kepada umat Islam dengan 
wewenang yang khusus pula, baik mengenai perkaranya ataupun para 
pencari keadilan. 
Pengadilan Agama Bojonegoro merupakan pengadilan tingkat 
 
47 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, 6. 
 
































pertama yang berada dalam satu atap dengan Mahmakah Agung RI 
dalam kaitannya dengan bidang tugas yustisial dan non yustisial 
sebagaimana telah dituangkan dalam keputusan Presiden RI Nomor 21 
Tahun 2004. Dalam tugasnya Pengadilan Agama Bojonegoro adalah 
untuk menangani kasus-kasus perdata agama yang diajukan oleh 
orang-orang yang beragama Islam. Jadi, Pengadilan Agama 
Bojonegoro merupakan pengadilan khusus bagi orang-orang Islam 
yang berdomisili di Kota Bojonegoro. 
Pengadilan Agama Bojonegoro berkedudukan di ibu kota 
Kabupaten Bojonegoro dengan Alamat Jalan MH. Thamrin Nomor 88 
Telp/ Fax (0353) 881235 Bojonegoro. Dengan wilayah Hukum Seluas 
Wilayah Kabupaten Bojonegoro yaitu, 2.307.068.642 km2. Secara 
Astronomis Kabupaten Bojonegoro terletak pada Bujur 1110 251 
sampai dengan 1120 691 Bujur Timur dan Lintang 60 591 Sampai 
dengan 70 371 Lintang Selatan. Dengan batas daerah Kabupaten 
Bojonegoro sebagai berikut: 
a. Sebelah Utara : Kabupaten Tuban 
b. Sebelah Selatan : Kabupaten Nganjuk, Madiun, dan Jombang 
c. Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan 
d. Sebelah Barat : Kabupaten Blora dan Ngawi 
Adapun batas-batas dari Pengadilan Agama Bojonegoro adalah: 
a. Disebelah utara berdampingan dengan kantor notaris; 
b. Disebelah selatan berdampingan dengan rumah calak melati; 
 
































c. Disebelah timur berbatasan dengan rumah penduduk dan 
makam; dan 
d. Disebelah barat berhadapan dengan jalan raya. 
2. Kompetensi Absolut 
Kewenangan Absolut (absolute competentie), disebut juga 
dengan kewenangan pengadilan mutlak yaitu kewenangan pengadilan 
yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau 
tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau 
jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.48 









h. Ekonomi syariah. 
 
3. Kompetensi Relatif 
 
48 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 27. 
 
































Kewenangan relatif (relative competentie) yaitu Kewenangan 
atau kekuasaan untuk mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. 
Kewenangan relatif Pengadilan Agama sesuai dengan tempat dan 
kedudukannya.49 Kewenangan relatif dapat diartikan juga sebagai 
kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam 
perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu 
tingkatan.50 Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 
berbunyi “Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten 
atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau 
kota”. 
Pemaparan pasal diatas menjelaskan bahwa pada dasarnya 
tempat kedudukan Pengadilan Agama berada di ibu kota kabupaten, 
yang daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten tetapi tidak 
menutup kemungkinan adanya pengecualian. Maka, dari tiap-tiap 
Pengadilan Agama memiliki wilayah hukum tertentu atau disebut 
mempunyai yuridiksi relatif tertentu. Dalam hal ini wilayah 
Pengadilan Agama meliputi satu kabupaten atau dalam keadaan 
tertentu terdapat pengecualian, mungkin lebih atau juga kurang dari 
satu kabupaten. 
Yuridiksi relatif ini memiliki peranan penting sehubungan 
dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan 
perkaranya dan juga sehubungan dengan hak eksepsi tergugat. 
 
49 Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2005), 11. 
50 Erfaniah Zuhriyah, Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita, (Malang: UIN 
Malang Press, 2009) 195. 
 
































Kompetensi relatif dari Pengadilan Agama Bojonegoro sendiri 
meliputi dari seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro yang berada 
dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tinggi Jawa Timur. 
Secara administratif sendiri Kabupaten Bojonegoro  terbagi  menjadi 
27 kecamatan yang terdiri dari 434 desa atau kelurahan. 
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bojonegoro 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, amandemen Undang- 
undang Nomor 3 Tahun 2006, amandemen Undang-undang Nomor 50 
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 9 ayat (1) menyatakan 
bahwasusunan pengadilan agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, 
Anggota, Panitera,Sekretaris, dan Juru Sita. Selanjutnya dalam pasal 
26 dan pasal 43 jugadijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya 
Panitera, Sekretaris, dan Wakil Panitera yang membantu  tugas 
Panitera atau Sekretaris dalambidan administrasi perkara. 
Dengan kedudukan, fungsi, dan peran masing-masing 
sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia, struktur 
tersebut memiliki arti yang sangat penting guna untuk mempertegas 
kedudukan, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing bagian. 
Adapun bagian struktur organisasi Pengadilan Agama Bojonegoro 
adalah sebagai berikut: 
a. Ketua : Drs. H. Muhajir, S.H., M.Hum. 
b. Wakil Ketua : Drs. Syamsul Aziz, M.H. 
c. Hakim : 
 
































1) Drs. Muhajir, S.H., M.Hum. 
2) Drs. Syamsul Aziz, M.H. 
3) DR. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. 
4) Dra. Siti Rohmah, M.Hum. 
5) Drs. Rofi’i, M.H. 
6) Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. 
7) Drs. H. Mahzumi, M.H. 
8) Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. 
9) Drs. Suwarto, M.H. 
10) Drs. Aunur Rofiq, M.H. 
11) Drs. H. Nur Rohman, S.H., M.H. 
12) Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. 
d. Panitera : Drs. H. Solikin, S.H., M.H. 
e. Sekretaris : Yeti Rianawati, S.H., M.H. 
f. Panmud Permohonan : Ahmad Priyadi, S.H. 
g. Panmud Gugatan : Muhammad Sun’an, S.H. 
h. Panmud Hukum : Drs. M. Nur Wachid. 
i. K.Sub Informasi dan Pelaporan : Novan Yahya Utama, S.Kom. 
j. K. Sub Kepegawaian : Yunistira Fauziah, S.H.I 
k. K. Sub Umum dan Keuangan : Syamsul Dluha, S.Kom., M,H.I. 
l. Panitera Pengganti : 
1) Hj. Siti Masithah, B.A. 
2) Sinhaji, S.H 
 
































3) M. Ulin Nuha, S.Ag. 
4) Endah Ratna Wijaya, S.H. 
5) SandhySugijanto, S.E., S.H. 
6) Ahmad Bajuri, S.H. 
7) Laily Ekawati Fauziyah, S.H. 
8) Drs. H. Mukidin 
m. Jurusita : Muhammad Sutrisno 
n. Jurusita Pengganti : Sudarmanto 
B. Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam Kata “Urusan 
Rumah Tangga” (Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
dan Pasal 80 KHI) 
Mengenai hak dan kewajiban suami isteri terhadap kewajiban dalam 
mengurus rumah tangga yang juga disebutkan dalam Undang-undang nomor 
1 tahun 1974 Pasal 34 ayat 2 dan Pasal 80 ayat 1 KHI. Dari kedua undang-
undang tersebut, setiap hakim memiliki berbagai penafsiran sendiri. 
Diantaranya adalah hakim Pengadilan Agama Bojonegoro yang memiliki 
pendapat berbeda-beda dalam menafsirkan pasal tersebut. Dari data 
wawancara yang saya peroleh diantaranya yaitu: 
Pertama hasil wawancara dengan wakil Pengadilan Agama 
Bojonegoro oleh Bapak Syamsul Aziz. Bagaimana penafsiran beliau 
terhadap kata “ urusan rumah tangga”? Beliau berpendapat bahwa urusan 
rumah tangga adalah apa-apa yang berupa kebutuhan yang harus dipenuhi 
suami isteri ketika sudah berumah tangga. Maka kurang tepat halnya jika 
 
































dalam Pasal 34 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan 
bahwa isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik- baiknya51, yang 
berarti urusan rumah tangga menjadi kewajiban isteri saja, sedangkan suami 
berkewajiban mencari nafkah. Menurut beliau pernikahan adalah sebuah 
kesepakatan antara suami isteri, mau siapa yang mencari nafkah entah suami 
atau isteri, begitu juga dalam pembagian tugas untuk mengurus rumah 
tangga adalah menjadi kesepakatan suami isteri.52 Seperti halnya dalam 
pasal 80 ayat 1 yang menyebutkan bahwa suami adalah pembimbing 
terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi megenai hal-hal urusan 
rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.53 
Sebelum menikah seseorang biasanya telah saling mengenal untuk 
mencocokkan kepribadian masing-masing, dari situ mereka akan saling 
memahami kemampuan satu sama lain. Maka, untuk sebuah kewajiban atau 
pembagian tugas ketika sudah berumah tangga adalah menjadi wewenang 
atau kesepakatan suami isteri itu sendiri. 
Kedua adalah hasil wawancara dengan Mahzumi. Beliau berpendapat 
tentang bagaimana penafsiran terhadap kata urusan rumah tangga yang 
tertera dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan yang telah disebutkan sebelumnya, menurut beliau tidak 
beda jauh dengan pendapat Bapak Syamsul Aziz. Urusan rumah tangga 
adalah apa-apa yang menjadi tanggungjawab suami isteri bersama. Beliau 
juga menyatakan bahwa untuk urusan kewajiban antara suami isteri ketika 
 
51 Pasal 34 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
52 Wawancara Bapak Drs. Syamsul Aziz, M.H, (Jumat, 21 Februari 2020, pukul: 09.00 WIB). 
53 Pasal 80 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. 
 
































sudah berumah tangga adalah sebuah kesepakatan yang telah disepakati 
sebelum ataupun sesudah menikah.54 
Menurut beliau diluar dari kewajiban mencari nafkah bagi seorang 
suami, kewajiban-kewajiban lain yang menjadi keperluan dalam rumah 
tangga adalah kesepakatan suami isteri itu sendiri. Apabila dirasa isteri tidak 
bisa memasak dan suami pandai memasak, maka suami yang akan 
menyiapkan makanan untuk keluarganya, dan apabila dirasa isteri memiliki 
karier yang lebih bagus dari suami, maka isteri bekerja bukan karna 
kewajibannya untuk mencari nafkah tetapi karena membantu suami untuk 
memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga. Dan hal itu akan menjadi 
kesepakatan seorang suami isteri. 
Ketiga adalah pendapat dari Aunur Rofiq. Menurut beliau yang 
disebut urusan rumah tangga adalah segala bentuk keperluan, kebutuhan, 
persoalan dan atau apapun yang tanggungjawab dalam rumah tangga itu 
sendiri. Kewajiban dalam rumah tangga antara suami isteri seharusnya 
menjadi tanggungjawab bersama antara suami isteri. Sebab setelah 
pernikahan kehidupan rumah tangga adalah tanggungjawab bersama.55 
Untuk segala keperluan dalam rumah tangga adalah menjadi 
kesepakatan suami isteri sendiri, entah siapa yang akan bekerja,  siapa yang 
akan mengurus rumah, siapa yang akan menyiapkan  segala keperluan satu 
sama lain adalah dari kesepakatan suami isteri. Apabila dirasa suami tidak 
mampu bekerja karena suatu hal dan isteri sanggup bekerja, atau isteri tidak 
 
54 Wawancara Mahzumi, (Jumat, 21 Februari 2020, pukul: 09.00 WIB). 
55 Wawancara AunurRofiq, (Jumat, 21 Februari 2020, pukul: 09.00 WIB). 
 
































bisa memasak lalu mereka mempekerjakan seorang asisten rumah tangga 
untuk mengurusi segala keperluan rumah tangga merekal, itu semua adalah 
tanggungjawab suami isteri dari kesepakatan yang telah mereka buat 
sendiri. Hal ini jauh berbeda dengan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (1) KHI. 
Karena acuan kesejahteraan dalam rumah tangga adalah bagaimana suami 
isteri dapat menjalankan rumah tangga mereka dengan baik. 
Keempat yaitu hasil wawancara dengan Munadhiroh salah satu hakim 
perempuan di Pengadilan Agama Bojonegoro. Beliau berpendapat tentang 
bagaimana penafsiran terhadap urusan rumah tangga yaitu keperluan- 
keperluan yang menjadi kebutuhan atau kepentingan  dalam  rumah tangga. 
Seperti: mencari nafkah, mengurus anak, menyekolahkan anak, 
membersihkan rumah, dll. 
Beliau perbendapat bahwa yang dimaksud kewajiban mengurus  
rumah tangga yang penting-penting menjadi kesepakatan suami isteri 
bersama yang tertera dalam Pasal 80 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam 
adalah seperti contoh dalam menyekolahkan anak adalah menjadi sebuah 
kesepakatan suami isteri bersama dimana mereka ingin pendidikan yang 
terbaik untuk anaknya. Sedangkan urusan rumah tangga yang tidak 
termasuk dalam kata penting sendiri adalah seperti halnya dalam mengurus 
rumah, membersihkan rumah, dll. Namun beliau kurang sepakat jika 
mengurus rumah tangga tersebut menjadi kewajiban seorang isteri, seperti 
yang tertera dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-undang nomor 1  tahun 1974 
 
































tentang perkawinan yang telah disebutkan diatas, sebab isteri melakukan 
pekerjaan-pekerjaan rumah tangga adalah sebagai bentuk taat dia kepada 
suami, sebagai bentuk melayani suami, bukan sebagai kewajiban dari isteri 
itu sendiri. Pada dasarnya segala bentuk urusan rumah tangga adalah 
kewajiban seorang suami.56 
Kelima adalah pendapat dari Muhajir selaku Kepala Pengadilan 
Agama Bojonegoro. Beliau berpendapat bahwa segala bentuk urusan rumah 
tangga seperti mencari nafkah, mengurus anak, mengurus rumah, memasak, 
dll adalah kewajiban suami. Namun apabila seorang isteri beranggapan 
bahwa mengurus rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, 
mengurus anak, dll adalah kewajibannya maka kewajiban tersebut adalah 
karena rasa taatnya terhadap suami. Berbeda dengan Pasal 34 ayat (2) 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 
menyatakan bahwa isteri wajib mengurus rumah tangga ataupun dengan 
Pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa urusan 
rumah tangga yang penting-penting adalah kesepakatan suami isteri 
bersama dan dilanjut Pasal 83 ayat 2 yang menyatakan bahwa isteri 
menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari 
dengan sebaik-baiknya.57 
Menurut beliau pada dasarnya kewajiban seorang isteri hanyalah 
untuk taat terhadap suaminya. Dan apabila seorang isteri mau mengurus 
 
56 Wawancara Munadhiroh, (Jumat, 21 Februari 2020, pukul: 09.00 WIB). 
57 Pasal 83 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. 
 
































segala pekerjaan rumah itu adalah sebuah bentuk melayani suaminya.58 
Keenam yaitu pendapat dari Maftuh Basuni pendapat beliau tidak jauh 
berbeda dari kedua pendapat Ibu Munadhiroh dan Bapak Muhajir diatas. 
Urusan rumah tangga bagi beliau adalah segala bentuk kebutuhan yang 
harus dipenuhi oleh suami isteri ketika sudah berumah tangga. Kewajiban 
seorang suami pada dasarnya jauh lebih besar daripada kewajiban seorang 
isteri. Kewajiban suami sama besarnya dengan tanggungjawab suami 
sebagai kepala rumah tangga dan apa-apa yang terjadi dalam rumah tangga 
tersebut.59 
Sedangkan kewajiban isteri adalah melayani suami dan taat terhadap 
suami. Dalam melayani suami tak jarang budaya kita telah mengajarkan 
untuk membersihkan pakaian suami, menyiapkan tempat tidur suami, 
menyiapkan makanan untuk suami, dan lain sebagainya. Berbeda dengan 
kewajiban isteri untuk mengurus urusan rumah tangga yang tertera dalam 
Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
bahwa isteri menyiapkan segala keperluan rumah adalah untuk melayani 
suaminya karena kewajiban isteri adalah melayani suami. 
Pendapat selanjutnya adalah pendapat dari Bahrul Ulum beliau 
mengungkapkan bahwa urusan rumah tangga antara suami isteri adalah 
keperluan-keperluan yang harus dipenuhi ketika sudah berumah tangga. 
Setelah pernikahan kehidupan suami isteri akan jauh berbeda dengan 
sebelumnya, mereka harus sama-sama menjalankan apa yang telah menjadi 
 
58 Wawancara Muhajir, (Jumat, 21 februari 2020, pukul: 09.00 WIB). 
59 Wawancara Maftuh Basuni, (Jumat, 21 februari 2020, pukul: 09.00 WIB). 
 
































kewajiban mereka masing-masing dengan baik. Sebagai kepala keluarga 
seorang suami memegang tanggungjawab penuh terhadap keluarga dan 
rumah tangganya.60 
Sedangkan isteri bertugas membantu suami dalam menjaga rumah 
tangga serta mengurus rumah tangganya. Jika dibandingkan dengan 
peraturan yang menyatakan kewajiban suami isteri yang tertera dalam pasal 
34 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
maupun dalam Pasal 80 ayat (1) KHI, beliau memiliki pendapat sendiri 
bahwasannya apabila seorang isteri megurus rumah, menyiapkan makanan 
dan pakaian anak ataupun suaminya adalah sebagai bentuk khidmadnya 
terhadap suami dan sebagai bentuk isteri membantu suami dalam mengurus 
rumah tangganya. 
Selanjutnya pendapat dari Siti Rohmah salah satu dari dua hakim 
perempuan di Pengadilan Agama Bojonegoro. Pendapat beliau mengenai 
urusan rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 34 Ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 Ayat (1) KHI tentu berbeda dari 
pendapat-pendapat para hakim yang telah saya paparkan diatas. Penafsiran 
beliau sendiri tentang urusan rumah tangga yaitu  segala  bentuk keperluan 
yang menjadi urusan dan tanggungjawab dalam rumah tangga.61 
Urusan-urusan rumah tangga seperti halnya mencari nafkah,  
mengurus anak, mengurus rumah, dan lain sebagainya ini adalah 
tanggungjawab suami sebagai kepala rumah tangga. Segala bentuk 
 
60 Wawancara Bahrul Ulum, (Jumat, 21 Februari 2020, pukul: 09.00 WIB). 
61 Wawancara Siti Rohmah, (Jumat, 21 februari 2020, pukul: 09.00 WIB). 
 
































tanggungjawab tersebut adalah kewajiban seorang suami. Isteri tidak 
memiliki kewajiban mengenai perihal tersebut. Kewajiban seorang isteri 
tidak lain hanyalah taat dan patuh terhadap suami. 
Pendapat Ibu Rohmah ini hampir sama dengan pendapat dari Nur 
Rohman. Beliau mengungkapkan bahwa setiap perkawinan adalah 
pengalihan tanggungjawab dari seorang Ayah atau orang tua  terhadap anak 
perempuannya kepada seseorang yang akan menjadi suaminya. Setelah 
menikah dan berumah tangga, seorang suami berkewajiban untuk 
melindungi istrinya serta memenuhi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan 
isterinya.62 Sedangkan urusan rumah tangga sendiri yaitu segala sesuatu 
yang menjadi keperluan dan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rumah 
tangga. Dalam hal ini yang berkewajiban mengurus segala sesuatu yang 
menjadi keperluan dalam urusan rumah tangga mulai dari mencari nafkah 
hingga memasak seharusnya adalah seorang suami. Namun dalam budaya 
kita, memasak, mengurus rumah, mengurus anak dan segala sesuatu yang 
menjadi urusan rumah tangga selain mencari nafkah dilakukan oleh seorang 
istri, bahkan dianggap sebagai kewajiban seorang isteri. Padahal apa yang 
dilakukan isteri tersebut adalah untuk meringankan beban suaminya bukan 
karena kewajibannya. 
Hal ini tentu menjadi sebuah penolakan pribadi beliau terhadap Pasal 
34 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 
menyatakan bahwa isteri wajib mengurus urusan rumah tangga. Dan juga 
 
62 Wawancara Nur Rohman, (Jumat, 21 februari 2020, pukul: 09.00 WIB). 
 
































dalam Pasal 80 Ayat (1) KHI yang menyebutkan bahwa  urusan rumah 
tangga yang penting-penting menjadi kesepakatan suami isteri bersama. 
Pendapat dari Rofi’i hakim Pengadilan Agama Bojonegoro 
menafsirkan bahwa yang disebut rumah tangga adalah bersatunya seorang 
suami dengan isteri melalui sebuah ikatan perkawinan. Setiap rumah tangga 
memiliki keperluan serta tanggungjawabnya masing-masing yang disebut 
dengan urusan rumah tangga. Setiap suami dan isteri  memiliki  hak dan 
kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi untuk terciptanya keluarga 
yang sakinah  )سكينة(, mawaddah )مودِّة(, warahmah  )63.)ورحمة Beliau 
mengungkapkan bahwa kewajiban seorang suami dalam rumah tangga 
diantaranya adalah mencari nafkah, menyekolahkan anak, serta melindungi 
isterinya. Sedangkan kewajiban isteri diantaranya adalah melayani suami, 
mengurus mengurus anak, serta mengurus segala keperluan rumah seperti 
menyiapkan makanan, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. 
Hal ini tentu sesuai dengan pernyataan Pasal 34 ayat (2) Undang- 
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa 
isteri wajib mengurus urusan rumah tangga dan Pasal 80 Ayat (1) Kompilasi 
Hukum Islam yang disebutkan didalamnya mengenai urusan rumah tangga 
yang penting-penting menjadi kesepakatan suami isteri bersama dan dilanjut 
dengan ayat (2) yang menyebutkan bahwa isteri berkewajiban 
menyelenggarakan dan mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 
 
63 Wawancara Rofi’i, (Jumat, 21 Februari 2020, pukul 09.00 WIB). 
 
































Pendapat Rofi’I ini juga memiliki kesamaan dengan dua pendapat 
hakim lain Pengadilan Bojonegoro, yaitu pendapat dari Gembong Edy 
Sujarno dan Suwarto. 
Gembong Edy Sujarno mengungkapkan bahwa urusan rumah tangga 
dalam rumah tangga seorang suami isteri adalah urusan-urusan atau 
keperluan-keperluan yang harus mereka penuhi sesuai dengan tugas dan 
tanggungjawabnya masing-masing. Dari budaya kita sendiri suami sebagai 
kepala rumah tangga berkewajiban mencari nafkah untuk kelurga, 
sedangkan isteri berkewajiban untuk mengurus segala sesuatu yang menjadi 
kebutuhan rumah tangga seperti halnya memasak, mencuci, membereskan 
rumah, mengurus anak serta melayani suaminya. Bahkan tak jarang di 
zaman sekarang isteri ikut bekerja untuk membantu suami dalam memenuhi 
kebutuhan rumah tangga mereka.64 
Pemaparan dari Bapak Edy sapaannya, tersebut tidak bertolak 
belakang dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
maupun dengan KHI yang mengatur tentang kewajiban suami isteri dalam 
mengurus rumah tangga. 
Terakhir adalah pendapat dari Suwarto yang juga memiliki pendapat 
yang sama dengan Rofi’i dan Gembong Edy Sujarno. Beliau 
mengungkapkan bahwa ketika terjadi pernikahan maka terjalin ikatan antara 
suami dan isteri. Ikatan tersebut membawa mereka dalam sebuah rumah 
tangga yang mana setiap individu dari mereka memiliki hak dan kewajiban, 
 
64 Wawancara Gembong Edy Sujarno (Jumat, 21 Februari 2020, pukul: 09.00 WIB). 
 
































tugas dan tanggungjawab masing-masing. Suami wajib mencari nafkah 
untuk isteri dan anaknya, sedangkan isteri wajib taat dan patuh terhadap 
suami sebagai orang yang bertanggungjawab penuh atas dirinya. Termasuk 
dalam kewajiban isteri untuk melayani suaminya, isteri berkewajiban untuk 
menyiapkan segala keperluan suami, menyiapkan makanan untuk suami dan 
anaknya, membereskan rumah, dan lain sebagainya. Sesuai dengan 
pernyataan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan bahwa isteri wajib mengurus urusan rumah tangga. Dalam hal 
ini yang dimaksud mengurus urusan rumah tangga adalah diluar kewajiban 
suami untuk mencari nafkah.65 
Demikian pemaparan dari penafsiran-penafsiran hakim Pengadilan 
Agama Bojonegoro yang memiliki tentang kata urusan rumah  tangga  yang 
tercantum dalam Pasal 34 ayat (20 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan dan Pasal 80 Ayat (1) KHI yang berbeda-beda. 
Diluar tentang pendapat-pendapat Hakim Pengadilan Agama 
Bojonegoro tentang kewajiban mengurus rumah tangga,  dalam  Pengadilan 
Agama Bojonegoro sendiri banyak perkara perceraian yang masuk dengan 
permasalahan dari pihak suami atau pihak isteri yang  dirasa tidak 
memenuhi kewajibannya dengan baik. Setiap tahunnya perkara yang masuk 
di Pengadilan Agama Bojonegoro sekitar 3.600 perkara yang kebanyakan 
perkara cerai gugat karena isteri lebih mampu dalam mencari nafkah 
dibanding dengan suaminya. 
 
65 Wawancara. Suwarto, (Jumat, 21 Februari 2020, pukul: 09.00 WIB). 
 
































Dari pendapat-pendapat Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro yang 
telah dipaparkan diatas. Maka dapat dikelompokkan sesuai dengan 
penafsiran-penafsiran beliau sebagai berikut: 
No. Pendapat Hakim 
1. Tidak wajib 
- Dra. Siti Rohmah, M.Hum. 
- Drs. Nur Rohman, S.H., M.H. 
2. Wajib karena taat 
- Drs. Muhajir, S.H., M.Hum. 
- Dr. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. 
- Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. 
- Drs. Moch. Bahrul Ulum, M.H. 
3. Wajib 
- Drs. Rofi’i, M.H. 
- Drs. Gembong Edy Sujarno, M.H. 
- Drs. Suwarto, M.H. 
4. Kesepakatan 
- Drs. Syamsul Aziz, M.H. 
- Drs. Mahzumi, M.H. 
- Drs. Aunur Rofiq, M.H. 
  
 


































ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENAFSIRAN HAKIM 
PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO TERHADAP KATA “ URUSAN 
RUMAH TANGGA” (Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan dan Pasal 80 Ayat 1 KHI) 
A. Analisis Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap Kata 
“Urusan Rumah Tangga” (Pasal 34 Ayat 2 Undang-undang No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 Ayat 1 Kompilasi Hukum 
Islam) 
Setiap hakim pada dasarnya memiliki pendapat yang berbeda-beda 
dalam menafsirkan kata ‚urusan rumah tangga‛ yang tercantum dalam pasal 
34 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  dan pasal 
80 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan tersebut memiliki dasar 
masing-masing sebagaimana yang terjadi dalam  masyarakat  ataupun 
sebagaimana yang beliau ketahui. 
Berdasarkan penafsiran dari pasal 34 ayat 2 Undang-undang No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “isteri wajib mengurus 
urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya”.66 Dan Pasal 80 ayat 1 yang 
berbunyi “suami adalah pembimbing terhadap isteri dan  rumah  tangganya, 
akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting 
diputuskan oleh suami isteri bersama”.67 
Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro memiliki beberapa pendapat 
 
66 Pasal 34 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
67 Pasal 80 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. 
 
































yang akan saya kategorikan menurut pendapat beliau masing-masing 
menjadi empat kelompok, diantaranya: 
Pendapat dari hakim Syamsul Aziz, Mahzumi, dan Aunur Rofiq 
memiliki penafsiran bahwa urusan rumah tangga adalah segala sesuatu 
keperluan dalam rumah tangga yang menjadi tanggungjawab bersama. 
Artinya untuk pembagian tugas dalam rumah tangga tersebut suami isteri 
memiliki kesepakatan sendiri, tidak bisa dibatasi ataupun dipaksa. Maka 
kewajiban dalam mengurus rumah tangga juga menjadi kesepakatan  antara 
suami isteri itu sendiri, sekalipun telah di atur dalam undang- undang 
tentang hak dan kewajiban masing-masing suami isteri  tidak  dapat 
dijadikan acuan dalam membangun rumah tangga yang bahagia. Setelah 
perkawinan maka yang menjadi urusan-urusan rumah tangga adalah 
kewajiban bersama antara suami isteri. 
Kemudian kedua pendapat dari Siti Rohmah dan Nur Rohman, 
memiliki penafsiran yang sama bahwa urusan rumah tangga adalah segala 
bentuk keperluan dalam rumah tangga yang seharusnya menjadi 
tanggungjawab seorang suami. Sebagai kepala rumah tangga seorang suami 
bertanggungjawab penuh atas keluarga dan isterinya, begitupun dengan 
segala sesuatu yang menjadi keperluan dalam rumah tangga. Sedangkan 
seorang isteri pada dasarnya tidak memiliki kewajiban dalam rumah 
tangganya selain kewajiban taat kepada suaminya. 
Ketiga pendapat dari Munadhiroh, Muhajir, Maftuh Basuni, dan 
Moch. Bahrul Ulum. dari pendapat-pendapat beliau memiliki penafsiran 
 
































bahwa urusan rumah tangga menurut mereka adalah segala sesuatu 
kebutuhan atau kepentingan yang harus dipenuhi oleh suami isteri dalam 
rumah tangganya demi mendapatkan keluarga yang sakinah  ( سكينة), 
mawaddah (مودِّة), warahmah (ورحمة). Mereka meninjau dari hukum 
Islam dan kebiasaan masyarakat Bojonegoro bahwa sebagai kepala 
keluarga seorang suami berkewajiban mencari nafkah untuk keluarganya, 
sedangkan isteri berkewajiban taat kepada suami. Dalam kebiasaan 
masyarakat Bojonegoro kewajiban mengurus rumah tangga seperti 
mengurus rumah dan sebagainya sudah dianggap menjadi kewajiban bagi 
seorang isteri. Isteri harus bisa memasak untuk suami dan anak-anaknya, 
harus bisa membersihkan rumah agar ketika suami pulang bekerja rumah 
tidak berantakan, dan lain sebagainya. Kewajiban mengurus urusan  rumah 
tangga tersebut bukan bukan semata-mata kewajiban  seorang  isteri, 
namun kewajiban tersebut adalah dari bentuk taatnya seorang isteri 
terhadap suaminya. 
Keempat adalah pendapat dari Rofi’i, Gembong Edy Sujarno, dan 
Suwarto memiliki penafsiran-penafsiran yang berbeda dari beberapa hakim 
yang telah disebutkan sebelumnya. Mereka menafsirkan bahwa urusan 
rumah tangga adalah segala bentuk urusan yang menjadi keperluan dalam 
rumah tangga. Seorang suami isteri yang telah berumah tangga memiliki 
hak dan kewajibannya masing-masing, menurut mereka suami sebagai 
kepala rumah tangga berkewajiban mencari nafkah demi memenuhi 
kebutuhan yang ada dalam rumah tangganya, sedangkan seorang kodratnya 
 
































adalah sebagai ibu rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk mengurus 
rumah tangganya dengan baik. Penafsiran dari tiga hakim ini lebih merujuk 
kepada Pasal 34 Ayat (2) Undang-undang  No. 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan maupun Pasal 80 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. 
B. Analisis Hukum Islam terhadap Penafsiran Hakim Pengadilan Agama 
Bojonegoro terhadap Kata “Urusan Rumah Tangga” (Pasal 34 Ayat 
(2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 
Ayat (1) KHI) 
Agama Islam pada dasarnya memiliki prinsip untuk tidak memberi 
beban tanggungjawab melebihi kemampuan setiap hambanya. Begitupun 
dengan kaitannya dalam hubungan suami isteri dalam rumah tangga yang 
bertujuan untuk saling membantu, berkomunikasi dengan baik, serta 
memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Pada dasarnya Islam 
tidak mentapkan kewajiban-kewajiban yang wajib dilaksanakan melebihi 
kemapuan setiap suami atau isteri itu sendiri. Hal ini dapat dipahami dari 
kewajiban suami memberi nafkah terhadap istrinya, dimana pelaksanaanya 
disesuaikan dengan kondisi keuangan suami. Namun, sesuai dengan prinsip 
hubungan suami isteri dalam sebuah perkawinan yang berdasarkan 
persamaan hak antara laki-laki dan perempuan sebagaimana telah 
digambarkan dalam Alqur’an surat al-Baqarah ayat 228 :  
قُُروٍء َوال َيِحلُّ لَُهنَّ أَْن يَْكتُْمَن َما َواْلُمَطلَّقَاُت  َيتََربَّْصَن ِبأَْنفُِسِهنَّ ثاَلثَةَ 
ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َوبُعُولَتُُهنَّ أََحقُّ  ُ فِي أَْرَحاِمِهنَّ إِْن ُكنَّ يُْؤِمنَّ ِباَّللَّ َخلََق َّللاَّ
ِمْثُل الَِّذي َعلَْيِهنَّ ِباْلَمْعُروِف  ْصالًحا َولَُهنَّ بَِرِدِِّهنَّ فِي ذَِلَك إِْن أََراُدوا إِ 
ُ َعِزيٌز َحِكيٌم ) َجاِل َعلَْيِهنَّ َدَرَجةٌ َوَّللاَّ  ( ٢٢٨َوِللِرِّ
 
































Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga 
kali quru'. Tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan 
Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari 
akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti 
itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita 
mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara 
yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan 
kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.68 
Dari pemaparan ayat diatas menjelaskan bahwa isteri mempunyai hak 
yang seimbang dengan kewajibannya, demikian juga suami yang 
mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya. Asas 
yang diletakkan Islam dalam hubungan suami isteri adalah fitrah atau 
alami. Suami mampu bekerja diluar rumah sedangkan perempuan lebih 
mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak, serta membuat suasana 
rumah menjadi lebih tentram dan nyaman. Oleh sebab itu suami diberi 
tugas yang sesuai dengan fitrahnya sedangkan isteri disesuaikan dengan 
tabi’atnya.69 
Dari permasalahan seperti yang dikemukakan sebelumnya, bahwa 
hakim berbeda pendapat perihal apa saja yang menjadi urusan rumah 
tangga dan pekerjaan rumah tangga yang menjadi kewajiban suami atau 
isteri atau menjadi kesepakatan antara suami isteri itu sendiri. 
Hal ini akan ditarik dengan beberapa pendapat ulama yang juga 
berbeda pendapat dalam memahami pekerjaan rumah tangga apakah bagian 
dari kewajiban seorang isteri atau bentuk dari tuntutan hak. Dimana isteri 
secara sukarela mengerjakannya dan suami tidak boleh memaksanya. 
 
68 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok), 37. 
69 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara 2006), 90-91. 
 
































Berkaitan dengan hal ini, secara konkrit memang tidak ditemui dalil 
hukum bahwa bentuk-bentuk pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, 
menyapu, mencuci, dan lain sebagainya merupakan bagian dari kewajiban-
kewajiban isteri yang wajib dilaksanakan. Akan tetapi, kewajiban isteri 
yang pasti dan bersifat eksplisit  dalam nash hanya dalam beberapa hal, 
seperti tidak keluar rumah tanpa izin suami, menjaga harta suami dan 
kesucianya, serta wajib taat atas perintah- perintah suami dalam batasan 
yang bukan maksiat. Dalam hal ini kewajiban isteri untuk taat kepada 
suami menjadi perbincangan dikalangan ulama. 
Pendapat dari lima imam madzab yaitu madzab hanafi, madzab 
maliki, madzab syafi’i, madzab hanabillah, dan madzab az-zahiri telah 
sepakat bahwa para istri pada hakikatnya tidak mempunyai kewajiban 
untuk mengurus rumah tangga. Seorang suami tetap wajib menyediakan 
orang yang bisa membantu untuk menyiapkan makanan dan  minuman siap 
santap serta membersihkan rumah. Hal ini berarti bahwa  seorang isteri 
tidak wajib untuk mengabdi kepada suaminya, dikarenakan bahwa akad 
pernikahan yang dilakukan suami isteri adalah untuk hak saling menikmati 
dan bukan pengabdian untuk melakukan berbagai keperluan, sedangkan 
makna dari hadis-hadis yang menerangkan bahwa pekerjaan isteri berada di 
dalam rumah suami hanya menunjukkan pada sifat kerelaan dan keluhuran 
budi.70 
Selain  pendapat-pendapat  imam  madzab  tersebut,  tokoh  ulama 
 
70 Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 90. 
 
































lain Yusuf al-Qardhowi memiliki pendapat yang berbeda. Beliau 
menngatakan bahwa seorang isteri tetap wajib berkhidmat kepada 
suaminya diluar kewajiban istimta’. Yang berarti seorang isteri tetap 
berkewajiban untuk mengurus rumah tangga seperti menyapu, 
membersihkan rumah, mencuci, memasak dan lain sebagainya. Karena 
Allah telah menetapkan kewajiban suami untuk memberi nafkah terhadap 
isterinya yang berarti bukan sekedar membianyai rumah tangga, akan tetapi 
lebih dari itu. Suami harus menggaji isteri, dan uang gaji tersebut diluar 
semua biaya kebutuhan rumah tangga.71 
Kedua perbedaan para ulama diatas juga tidak  sesuai  dengan 
pendapat dari ulama Wahbah al-Zuhaili. Dalam kitabnya Fiqih Islam Wa 
Adillatu, Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa seorang isteri harus 
mentaati suamiya ketika suami mengajaknya ketempat tidur meskipun pada 
saat itu isteri tengah berada ditempat perapian atau diatas punggung unta. 
Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya, selama hal 
tersebut tidak membuat isteri terlupa terhadap  kwajiban  agama atau 
menimbulkan hal buruk terhadap isteri.72 
Dalam hal ini perbuatan ketaatan isteri terhadap suami  yang  
dimaksud adalah termasuk memperhatikan berbagai perkara  rumah tangga, 
seperti mengurus rumah, mengurus anak, meniapkan makanan, menapu, 
dan lain sebagainya. Hal ini isteri wajib mengurus rumah tangga sebagai 
bentuk ketaatan isteri terhadap suami. 
 
71 Sudarto, Ilmu Fiqih Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris, 
(Yogyakarta: Depublish, 2018), 172. 
72 Wahbah Az-Zuhaili, Terjemah Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, 302. 
 
































Agama Islam pada dasarnya tidak memiliki sifat memaksa, seorang 
isteri harus tetap berbakti kepada suaminya, tetapi dalam batasan-batasan 
tertentu suami tidak mempunai hak untuk memaksa isteri, termasuk  dalam 
kategori kewajiban yang dilakukan seorang isteri. Walaupun dalam realita 
masyarakat khususnya Bojonegoro banyak yang beranggapan bahwa 
seluruh pekerjaan rumah tangga merupakan kewajiban seorang isteri. 
Hukum syari’at yang bersifat toleran menetapkan bahwa suami isteri 
harus bekerja sama dalam mengatur kehidupan rumah tangga sehari-hari. 
Karena suami bertanggungjawab dan berkewajiban untuk mencari nafkah 
bagi keluarganya, maka dalam hal ini isteri diharapkan membantu suami 
dengan terjun sendiri untuk menyiapkan makanan, membersihan rumah dan 
mengurus hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga. 
Pada dasarnya mengurus rumah tangga tergantung pada tradisi atau 
kebiasaan di suatu daerah atau negara tertentu, atau atas  dasar  kesepakatan 
suami isteri bersama. Karena untuk mencapai tujuan dari pernikahan yang 
sakinah َ)سكينة( َ , mawaddah  )مودِّة(, warahmah   )ورحمة(  adalah 
kesepakatan dan kerjasama antara suami dan isteri bersama. 
Dari analisis kedua pendapat diatas dapat dikelompokkan dalam 
sebuah tabel : 
No. Pendapat Ulama Hakim 
 
































1. Tidak wajib 
- Madzab Hanafi 
- Madzab Maliki 
- Madzab Syafi’i 
- Madzab Hanabilah 
- Madzab az-Zahiri 
- Dra. Siti Rohmah, 
M.Hum. 
- Drs. Nur Rohman, 
S.H., M.H. 
2. Wajib Yusuf al-Qardhawi 
- Drs. Muhajir, S.H., 
M.Hum. 
- Dr. Hj. Munadhiroh, 
S.H., M.H. 
- Drs. H. Maftuh 
Basuni, M.H. 






- Drs. Rofi’i, M.H. 
- Drs. Gembong Edy 
Sujarno, M.H. 




 - Drs. Syamsul Aziz, 
M.H 
- Drs. Mahzumi, M.H 








































Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara tentang Analisis Hukum 
Islam terhadap Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro  terhadap 
Kata Urusan Rumah Tangga (Pasal 34 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan dan Pasal 80 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) yang 
telah saya lakukan, maka saya membuat kesimpulan sebagai berikut: 
1. Setiap perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban antara  
suami isteri seimbang. Diantara kewajiban tersebut terdapat kewajiban 
dalam mengurus urusan rumah tangga yang diatur dalam Pasal 34 ayat 
2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 
80 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini setiap hakim 
Pengadilan Agama Bojonegoro memiliki penafsiran yang berbeda-
beda tentang siapa yang memiliki kewajiban untuk mengurus rumah 
tangga didalam sebuah keluarga. Dari beberapa penafsiran hakim 
tersebut saya kelompokkan menjadi 4 kelompok. Diantaranya yang 
pertama Siti Rohmah, dan Nur Rohman, yang memiliki penafsiran 
bahwa persoalan mengurus urusan rumah tangga adalah kewajiban 
suami dan bukan merupakan kewajiban isteri seperti yang tercantum 
dalam Pasal 34 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Yang kedua 
adalah Muhajir, Munadhiroh, Maftuh Basuni, Moch. Bahrul Ulum, 
yang memiliki penafsiran bahwa kewajiban mengurus urusan rumah 
 
































tangga menjadi wajib bagi isteri sebagai bentuk taat isteri terhadap 
suami dan bukan karena murni kewajiban isteri. Yang ketiga adalah 
penafsiran dari Rofi’i, Gembong Edy Sujarno, dan. Suwarto, yang 
berpendapat bahwa kewajiban mengurus urusan rumah tangga adalah 
wajib bagi seorang isteri, karena suami wajib mencari nafkah dan 
isteri wajib mengurus segala urusan rumah tangganya. Dan yang 
keempat adalah penafsiran dari. Syamsul Aziz, Mahzumi, dan Aunur 
Rofiq, ketiganya berpendapat bahwa segala sesuatu yang menjadi 
urusan rumah tangga suami isteri adalah hasil kesepakatan antara 
suami isteri tersebut. Termasuk kewajiban untuk mengurus urusan 
rumah tangga menjadi tanggungjawab dan kesepakatan bersama 
antara keduanya; 
2. Dari beberapa penafsiran hakim tersebut saya kelompokkan dengan 
beberapa pendapat para fuqaha tentang kewajiban mengurus urusan 
rumah tangga. Diantaranya, pendapat Siti Rohmah, dan Nur Rohman, 
sesuai dengan Madzab Hanafi, Madzab Maliki, Madzab Syafi’i, 
Madzab Hanabilah, dan Madzab az-Zahiri yang mengatakan bahwa 
isteri tidak wajib mengurus urusan rumah tangga, dan suamilah yang 
memiliki kewajiban untuk mengurus urusan rumah tangganya. 
Penafsiran Muhajir, Munadhiroh, Maftuh Basuni, dan Moch. Bahrul 
Ulum, yang sesuai dengan Wahbah al-Zuhaili yang berpendapat 
bahwa isteri memiliki kewajiban mengurus urusan rumah tangga 
sebagi bentuk taat isteri terhadap suaminya, bukan karena murni 
 
































kewajiban isteri. Penafsiran Rofi’i, Gembong Edy Sujarno dan 
Suwarto, yang sesuai dengan Yusuf al-Qardhawi yang berpendapat 
bahwa isteri wajib hukumnya untuk mengurus segala sesuatu dalam 
urusan rumah tangganya. 
B. Saran 
Setiap perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban yang 
seimbang antara suami dan isteri. Dalam kehidupan masyarakat seperti 
sekarang alangkah baiknya kita mengetahui kewajiban asal dari mengurus 
urusan rumah tangga yang telah mendarah daging menjadi kewajiban 
seorang isteri dilingkungan kita, bahkan isteri yang tidak bisa memasak dan 
mengurus rumah akan menjadi buah bibir masyarakat maupun orang tua. 
Perkawinan adalah sebuah kesepakatan antara calon suami dan calon isteri 
yang harus siap menerima setiap kekurangan masing-masing agar dapat 
saling melengkapi. 
Maka sebagai penegak hukum, dalam hal ini hakim dapat senantiasa 
memberi pelayanan terhadap masyarakat dalam memutuskan  suatu  hukum 
namun tetap sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia ataupun 
dengan hukum Islam. 
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